Menimbang

Menginga

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor: 70/K pts-11/2001

Tentang

PENETAPAN KAWASAN HUTAN,

PERUBAHAN STATUS DAN FUNGS KAWASAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN

bahwa berdasarkan Pasd 15 dan 19 Undang-Undang No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, telah datur ketentuan mengena penetgpan
kawasan hutan, perubahan peruntukan dan fungs kawasan hutan;

. bahwa berdasarkan Pasd 2 Aya (3) butir 4.c ddam Peraturan

Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tdah ditetapkan kewenangan
Pemerintah ddam penetgpan kawasan hutan, perubahan datus dan
fungs kawasan hutan;

bahwa sehubungan dengan butir adan b di atas, maka dipandang perlu
untuk menetapkan ketentuan  tentang  penetapan  kawasan  hutan,
perubahan gatus dan fungd kawasan hutan dengan Keputusan Menteri
Kehutanan.

. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservas Sumber Daya

Alam Hayai dan Ekosgemnyg;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang K ehutanan;
6. Perauran Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Tata Ruang

Wilayeh Nesiond.

. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pdegaian Alam;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Proping Sebaga Daerah Otonom,

9. Keputusan Presden Nomor 234/M Tahun 2000 jo Nomor 289/M
tahun 2000;

10. Keputusan Menteri Kehutanan i4o. 399/Kpts11/1990 0 No.
634/K ptdl 1/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;

11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 400/Kpts-11/1990 jo No.
635/K ptsl1/1996 tentang Panitia Tata Batas,

12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 613/Kpts 11/1997 tentang
Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pdestarian
Alam Peairan.

13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/K pts
[1/2000 tentang Organisas dan Tata K eda Departemen Kehutanan dan
Perkebunan;

14. Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts 11/2001 tentang Kriteria
dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN
FUNGS KAWASAN HUTAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasdl 1
Dadam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Hutan addah suatu kesatuan ekosstem berupa hamparan lahan beris sumber daya dam

hayai yang didominas pepohonan ddam persskutuen dam lingkungannya, yang stu
dengan lainnyatidek dapat dipisahkan.

2. Kawasan hutan addah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetgpkan oleh pemerintah
urtuk dipertahankan keberadaannya sebaga hutan tetap.

3. Penunjuken kawasan hutan addah penetgpan awa suau wilayah tertentu sebagal
kawasan hutan.



4. Pendgpan kawasan hutan addah pemberian kepadtian hukum mengenal datus, letek,
batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagal kawasan hutan menjadi
kawasan hutan tetap dengan Keputusan Menteri.

5. Peubahan fungd kawasan hutan addah merubah ssbagian atau sduruh fungs hutan,
dalam suatu kawasan hutan.

6. Perubahan gatus kawasan hutan ada lah merubah satus sebagian kawasan hutan menjadi
bukan kawasanhutan.

7. Reokas fungs kawasan hutan dengan kawasan Hutan Produks yang dapat di- Konvers
(HPK) addah perubahan fungs kawasan hutan tetgp menjadi HPK dan kawasan HPK
menjadi kawasan hutan tetgp. Kawasan hutan yang dirdokas fungs addah kawasan
hutan tetep dan HPK berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) yang
ditetgpkan oleh Menteri.

8. Tanah pengganti addah tanah bukan kawasan hutan yang dijadiken kawasan hutan
sebagal pengganti atas perubahan satus bagian kawasan hutan.

9. Kepentingan umum terbatas adaah kepentingan masyarakat antara fain untuk keperluan
jdan umum, sduran ar, waduk, bendungan dan bangunan pengaran lainnya, fedlitas
pemakaman umum, fadlitas kesdamatan umum, yang tujuan penggunaannya tidek untuk
mencari keuntungan.

10. Kepentingan un-ium komerdd adafah kepentingan anggota masyarakat antara lain untuk
repegter telekoi 7nunikas, stasun pemancar radio, Sasun rday televig, inddad air, lidrik,
yang tujuan penggunaannya untuk mencari keuntungan.

11. Kepentiiigan drategis addah kepentingan yang mempunyal pengaruh besar bagi kemguan
perekonomian nasond dan kesgahteraan rakyat serta diprioritaskan oleh pemerintah,
antaralain untuk bangunan industri, pelabuhan atau bandar udara.

12. Tim Tepadu addah tim gabungan yang ditetapkan Menteri terdiri dari lembaga
pemerintah terkait Pusat dan Daerah yang mempunya kompetend dan otoritas ilmiah,
bersfat independen dan obyektif dalam meaksanakan tugasnya

13. Menteri addah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang K ehutanan.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasd 2

Maksud pengaturan penetgpan kawasan hutan, perubahan satus dan fungs kawasan hutan
addah untuk memberikan arahan dalam peaksanaan penetapan kawasan hutan, perubahan
datus kawasan flutan dan perubahan fungs kawasan hutan sesua dengan peraturan perundang

undangan yang beriaku.



Pasd 3

Tujuan pengaturan penetgpan kawasan hutan, perubahan satus dan fungs kawasan hutan
addah:

a.  Menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagal
penggerak per,ekonomian lokd, regiond dan nasiond, serta sebagal penyangga
kehidupan lokd, regiona, nasiond dan globd.

b. Terwujednyakepastian hukum atas kawasan hutan, serta optimdisas pemanfaatan
lahan/hutan dalani rangka pembangunan nasiond, sektord dan daerah.

BAB I11
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup penetgpan kawasan hutan, perubahan satus dan fungs kawasan hutan mdiputi:
a  Penegpan kawasan hutan daam rangka pengukuhan kawasan hutan.

b. Peepasan kawasan Hutan Produks yang dapet di-Konvers (HPK) dan tukar menukar
kawasan hutan.

C. Perubahan fungd antar fungs kawasan hutan.

BAB IV
PENETAPAN KAWASAN HUTAN

Pasd 5
(1) Penetapan kawasan hutan adaah tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan.

(2) Pengukuhan kawasan hutan meliputi penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan
hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetgpan kawasan hutan.

(3) Pengukuhan kawasan hutan mengacu kepada Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan
Hutan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nomor 32/Kpts-11/2001 tanggd 12
Pebruari 2001

Pasd 6

(1) Penetgpan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri dilampiri peta
penetgpan kawasan hutan skalaminima 1 : 100.000.



(2) Penetapan kawasan hutan dilakukan melaui proses

a

Penyampaan Beita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Tata Batas yang tdah
ditandatangani dleh PTB.

Pendaahan hukum dan teknis terhadap BATB dan Peta Tata Batas oleh indang
Esdon | terkait lingkup Departemen Kehutanan.

Apabila BATB dan Peta Tata Batas tdlah memenuhi persyaratan hukum dan teknis,
Badan Plandlogi Kehutanan menyigokan konsep Keputusan Menteri  tentang
Penetgpan Kawasan Hutan beserta peta lampirannya dengan skda minimd 1 :
100.000.

Menteri menetapkan  keputusan  penetgpan  kawasan  hutan  besarta  peta
lampiramya

(3) Penatgpan kawasan hutan dan penghitungan luasnya didasarkan pada hasll tata batas
temu gdang aau kombinas hadl tata batas dengan batas lain yang sah (batas negara,
batas wilayah adminidras pemerintahan).

BABV
PERUBAHAN STATUSKAWASAN HUTAN

Pesal 7

Pada dasarnya kawasan hutan yang.dapat dirubah statusnya addah kawasan Hutan Produks
yang dapat di-Konvers (HPK).

Pasal 8

Daam keadaan tertentu dapat dilakukan perubahan status kawasan hutan produks gpabila
memenuhi persyaraan:

a

b.

Digunakan untuk kepentingan drategis.
Tidak berdampak negaif terhadgp lingkungan yang didasarkan hesl penditian
terpadu.

Tidak menimbulkan enclave aau tidak memotong kawasan hutan menjadi bagiant
bagian yang tidek layak untuk satu unit pengelolaan.

Hasl skoring berdasarkan kriteria dan standar penatagunaan kawasan hutan
mempunyal nila kurang dari 125.

Tidak mengurangi kecukupan luas minimal kawasan hutar) ddam wilayah Dagrah
Aliran Sunga (DAYS), yatu 30 % (tiga puluh persen) dari luass DAS.

Mendapat persetu uan dari DPRD Kabupater/K ota dan atau DPRD Proping.



0. Apabila berdampak penting dan cakupan yang luas serta bemila drategis harus
mendapat persetujuan DPR.

h. Pada wilayah Kabupatey Kota atau Propind yang mempunya kawasan HPK
harus didahului dengan rdokes fungs kawasan hutan dengan HPK.

I.  Pada wilayah Kabupaten/ Kota aau Proping yang tidek mempunya HPK harus
disediakan tanah pengganti yang "dear and dean” dengan retio:

1) 1: 1 untuk pembangunan kepentingan umum terbatas oleh pemerintah.

2) 1:2untuk pembangunanproyek srategis yang diprioritaskan pemerintah
3) 1:1untuk penydesaian okupad aau endave

4) Minimd 1: 3 untuk yang Sfanyakomersd.

Pasd 9

(1) Perubahan datus kawasan hutan ditetgpkan dengan Keputusan Menteri dilampiri peta
dengan skdaminimd 1 : 100.000.

(2) Perubahan gatus kawasan hutan dilakukan dengan cara
a.  Pdepasan kawasan Hutan Produks yang dapatdi- Konvers (HPK)
b.  Tuka menukar kawasan hutan.

Pasd 10

Permohonan perubahan status kawasan hutan yang dapat dikonvers digjukan kepada Menteri
dengan dilampiri rekomendas Gubernur atau Bupeati/Walikota dan peta dengan skdaminimd 1
: 100.000.

Pasd 11

Atas permohonan sebagaimana dimeksud daam Pasd 10, Esdlon | terkait lingkup Departemen

K ehutanan menyampakan sarar/ pertimbangan teknis kepada Menteri dengan dilampiri peta
skdaminima 1 : 100.000.

Pasd 12
Ddam hd kawasan hutan yang dimohon bukan HPK, permohonan harus dilengkapi dengan:
a. Hasl penditian Tim Terpadu.

b. Persstujuan DPRD Kabupater/ Kotadan DPRD Proping untuk yang lintas
Kabupate/K ota.



1)

2

1)

2

1)

2

3

c. Butir adan b dilampiri peta dengan sklaminima 1 : 200.000.

Pasd 13

Atas sran/ pertimbangan teknis Pasdl 11 aau hesil penditian Tim Terpadu dan
persetujuan DPRD Pasdl 12, Menteri menolak atau menyetujui permohonan pelepasan
kawasan hutan terssbut.

Daam hd kawasan hutan yang dimohon bukan HPK diproses relokas fungd dengan
Keputusan Menteri.

Pesd 14

Berdasarkan persetujuan Menteri atau penetgpan relokas fungs kawasan hutan dilakukan
penataan batas oleh PTB atas kawasan hutan yang akan dilepaskan.

Had| penataan batas dibuat BATB dan Peta Tata Batas yang terdiri dari:
a. BATB dan Peta Tata Batas kdifing kawasan hutan yang akan dilepaskan.

b. BATB dan Peta Tata Batas kawasan hutan untuk batas baru kawasan human yang
bersekutu dengan kawasan hutan yang akan dil epaskan.

Pasd 15

Terhadap BATB dan Peta Tata Batas pasdl 14 ayat (2) dilakukan pendaahan hukum dan
teknisoleh iiisang Esdon | terkat lingkup Departemen Kehutanan.

ApabilaBATB dan Peta Tata Batas tdlah memenuhi persyaratan hukum dan teknis,
Badan PFlandlogi Kehutanan menyigpkon konsep Keputusan Menteri tentang:

a.  Penetgpan paepasan kawasan hutan yang dilampiri peta dengan skda minima 1 :
100.000.

b. Penetgpan batas kawasan hutan yang baru yang dilampiri Peta dengan skalaminimal
1:25.000.

Menteri menetapkan perubahan daus (pdepasan kawasan hutan) dan keputusan
penetgpan batas kawasan hutan yang baru beserta peta fampirannya.

Pesd 16

Tukar menukar kawasan hutan sebaga mana dimaksud ddam Pasal 9 Ayat (2) butir b dilakukan
mddui proses.

1. Permohonan tukar menukar kawasan hutan yang digukan kepada Menteri dilampiri:

a. Petadengan skdaminimd 1:100.000.



b. Rekomendas Gubernur atau Bupati Wdikota dilampiri peta dengan skalaminirha
1:100.000.

c. PetaUsulan Tanah Pengganti dengan skaaminima 1: 100.000.

2. Atas parmohonan tukar menukar kawasan hutan, Esdlon | terkait lingkup Departemen

Kehutanan menyampaikan sarary pertimbangan teknis kepada Menteri dengan dilampiri
petaskdaminima 1 : 100.000.

3. Penditian Tim Terpadu terhadgp kawasan hutan yang dimohon dan usulan tanah pengganti.

4. Apabiladirekomendas oleh Tim Terpadu, perfu dilengkepi persetujuan DPRD
Kabupater/K ota dan DPRD Proping untuk yang lintas Kabupatern/K ota

5. Atasdasar ssrar/pertimbangan teknis butir 2 atau has| pendlitian terpadu butir 3 den
persetujuan DPRD butir 4 Menteri memberikan. penolakan atau persetujuan permohonan
tukar-menukar kawasan hutan dan usulan tanah pengganti.

6. Apabila permohonan disatujui, dilakukan penydesaian "cdlear and clean' tanah pengganti
yang diusulkan.

7. Pembuatan berita acara tukar menukar kawasan hutan.
8. Penunjukan tanah pengganti sebagai kawasan hutan dengan Keputusan Bupati atau
Gubemur untuk yang lintas Kabupatern/K ota

9. Pdaksanaan tata batas oleh PTB terhadagp kawasan hutan yang akan dilepas maupun tanah
pengganti dan dibuat serta ditandatangani BATB dan Peta Tata Batas.

10. Berdasarkan BATB dan Peta Tata Batas kawasan hutan yang telah dilakukan pendaahan
hukum dan teknis oleh Esdon | terkait lingkup Departemen K ehutanan, Badan Planologi
menyiapkan konsep Keputusan Menteri beserta petalampiran skadaminima 1:100.000
tentang;

a. Pdepasan kawasan huten,

b. Penetgpan batas kawasan hutan yang baru yang berbatasan dengan kawasan hutan
yang dilepas, dan
c. Penetgpan tanah pengganti sebagal kawasan hutan.
11. Menteri menetgpkan Keputusan besarta petalampirannya tentang:
a. Pdepasan kawasan huten,

b. Penetgpan batas kawasan hutan yang baru yang berbatasan dengan kawasan hutan
yang dilepas, dan
c. Penetgpan tanah pengganti sebagal kawasan hutan.



BAB VI
PERUBAHAN FUNGS KAWASAN HUTAN

Pasdl 17

(1) Perubahan fungd kawasan hutan hanya dapat dilakukan gpabila ared/kawasan yang
dirubah fungs memeiiuhi kriteria dan Sandar penetapan fungs hutannya

(2) Fungs kawasan hutan yang akan dirubah fungsnya harus didasarken aas Peta
Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) Proping yang ditetgpkan oleh Menteri.

(3) Perubahan fungs kawasan hutan didasarkan hasl pendlitian yang dilaksanakan oleh Tim
Terpadu.

Pasal 18
Permohonan perubahan fungs kawasan hutan digukan kepada Menteri dilampiri:

a.  Saran/patimbangan teknis Dinas K ehutanan K abupatervK ota atau Proping untuk
yang lintas Kabupaten/Kota

b. Rekomendas Bupati/Wadikota atau Gubernur untuk yang lintas Kabupaten/K ota

c. Peasatujuan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Proping untuk yang lintas
Kabupaten/K ota

d. Pataskdaminimd 1:100.000.

Pasdl 19

Atas permohonan Pasd 18, Esdlon | terkait lingkup Departemen K ehutanan memberikan
sarar/pertimbangan teknis kepada Menteri.

Pasa 20

Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolak atau menyetujui
permohonan perubahan fungd kawasan hutan.

Pasdl 21

Apabila permohonan disetujui, Badan Planologi menyigpkan konsep Keputusan Menteri tentang
perubahan fungs kawasan hutan dilampiri peta dengan skaaminima 1 : 100.000.



Pasdl 22

Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan Fungs Kawasan Hutan beserta peta
lampiran.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pesd 23

Apabilatedadi penyimpangan atau pelanggaran aas kewenangan Pemerintah (Pusat) ddam
penetgpan kawasan hutan, perubahan satus dan fungs kawasan hutan, Menteri berwenang
mengambil tindakan sesual Pasal 50 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dan Pasd 7 Peraturan
Pemerintah No. 25 tahun 2000.

Pasal 24
Hd-hd yang bdum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

BAB VIIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kawasan hutan yang telah ditetapkan, dirubah satus dan aau fungsinya dengan Keputusan
Menteri berdasarkan peraturan perundang- undangan yang beriaku sebelum diberlakukannya
Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 26

Dengan ditetgpkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/K pts-
11/21990 jo Nomor 634/K pts-11/1996 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 400/K pts-
[1/1990 jo Nomor 635/K pts-11/1996 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/K pts-
11/1995 dan K eputusan Menteri Kehutanan No. 613/Kpts-11/1997 sepanjang tidak
bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pesd 27

Pengaturan penetapan kawasan hutan, perubahan atus dan fungs kawasan hutan ini digunakan
sebagal dasar pelaksanaan daam penetapan kawasan hutan, perubahan gatus dan fungs
kawasan hutan.

Pasd 28
Keputusan ini berlaku sgak tanggd ditetgpkan.

Ditetapkandi : JAKARTA
Padatanggd : 15Maret 2001

MENTERI KEHUTANAN,

Dr.Ir.NUR MAHMUDI ISMA’IL,
MSc

SHinan Keputusan ini dissampaikan kepada Yth:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jekarta.

Menteri Daam Negeri dan Otonomi Daerah /Kepaa BPN di Jekarta
Menteri Pemukiman dan Prassrana Wilayah di Jekarta

Menteri TenagaKerjadan Tranamigras di Jekarta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Minerd di Jekarta

Menteri Pertanian di Jekarta

Menteri Negara Lingkungan Hidup/K epda Bappedd di Jekarta
Menteri Negara Eksploras Laut dan Perikanan di Jekarta
KepdaBAPPENAS di Jekarta

Para Gubernur di suruh Indonesia

Para Pgabat Esdon | Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta.
Para Bupati sduruh Indonesa
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Para Wadlikota seluruh Indonesa

Para Kepaa Dinas Kehutanan di sduruh Indonesa

Para Direks BUMN.

ParaKepdaBda Inventarisas dan Perpetaan Hutan di sdluruh Indonesa
ParaKepaa Bda/Unit Taman Nasond.

Para Kepda Bda/Unit Konserves Sumber Daya Alam.



